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BABYV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari hasil penelitian dan analisa data berkenaan dengan
permasalahan yang diteliti, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pembatalan Sertipikat hak milik atas tanah masih belum
menjamin adanya kepastian hukum dalam hal prosedur dan
mekanisme pelayanan bagi pemohon pencari keadilan atas tanda
bukti hak atas tanahnya yaitu Sertipikat, karena adanya kerancuan
dalam interpretasi peraturan pelaksanaannya. Hal ini karena
kewenangan yang ada dalam struktur organisasi Badan Pertanahan
Nasional di tingkat Pusat, Propinsi dan Kabupaten yang dapat
mengambil keputusan dalam pelaksanaan pembatalan Sertipikat hak
milik atas tanah masih belum terlaksana dengan baik berdasarkan
peraturan pelaksanaannya. Putusan Pengadilan Negeri yang menjadi
dasar pelaksanaan pembatalan sertipikat hak milik atas tanah oleh
Kantor Pertanahan adalah merupakan kesalahan dalam menafsirkan
putusan hakim, karena hakim tidak pernah membatalkan Sertipikat
hak atas tanah, tetapi hanya menyatakan tidak sah mengenai
hubungan keperdataan antara subyek hak dan obyek haknya dalam
arti tentang kepemilikannya, sehingga seharusnya putusan Pengadilan

Negeri hanya membatalkan subyek hak yang tercantum dalam
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Sertipikat saja dan bukannya membatalkan Sertipikat hak atas
tanahnya. Sertipikat hak milik atas tanah hanya dapat dibatalkan
berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, karena

Sertipikat adalah merupakan produk dari Tata Usaha Negara yang

dikeluarkan oleh Pejabat administrasi negara dan putusan Pengadilan

Negeri yang menentukan tentang kepemilikan dapat dijadikan bukti

dalam persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara tentang subyek

yang berhak tercantum dalam Sertipikatnya. Dalam hal ini
pembatalan Sertipikat hak atas tanah dilakukan oleh pejabat
pemerintah yang berwenang.

2. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembatalan Sertipikat
hak milik atas tanah menyangkut beberapa hal yaitu :

a. Kendala yuridis berkaitan dengan peraturan perundang-undangan
yang menjadi dasar hukum pelaksanaan pembatalan Sertipikat hak
milik atas tanah masih terdapat kontradiksi dalam pengaturannya,
sehingga menimbulkan interpretasi yang berbeda oleh pejabat yang
berwenang.

b. Kendala internal berkaitan dengan kuantitas dan kualitas pegawai
yang menangani hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan
pembatalan Sertipikat hak milik atas tanah, termasuk pengadaan
peréturan perundangan dan literatur di bidang pertanahan.

c. Kendala eksternal berkaitan dengan koordinasi antar instansi

terkait khususnya dengan Pengadilan Negeri dalam hal eksekusi
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putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap
penarikan Sertipikat yang dipegang oleh pihak yang kalah tidak
dilakukan penarikan oleh eksekutor. Disamping keengganan pihak
yang dimenangkan perkara untuk memproses secara administrasi
di Kantor Pertanahan karena panjangnya prosedur dan waktu
penyelesaian.
B. Saran-Saran
Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka dapat
dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Perlu adanya petunjuk teknis yang jelas tentang pelaksanaan proses
pembatalan Sertipikat hak milik atas tanah sehingga petugas pelaksana
dalam tingkat struktur organisasi Badan Pertanahan Nasional tidak
ragu-ragu dan rancu dalam melaksanakan serta menginterpretasikan
peraturan yang ada, sehingga kewenangan yang dimiliki masing-
masing institusi dapat dilaksanakan secara maksimal.

2. Perlu adanya kajian lebih mendalam bagi pejabat Badan Pertanahan
Nasional terhadap hasil putusan yang diajukan oleh pemohon kepada
Kantor Pertanahan sehingga pelaksanaan putusannya tidak
menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku secara umum.

3. Perlu adanya koordinasi yang intensif menyangkut pelaksanaan
pembatalan Sertipikat hak milik atas tanah oleh jajaran Badan
Pertanahan Nasional, baik di tingkat pusat, propinsi dan daerah

sehingga akan jelas dan pasti dalam mekanisme pelaksanaannya.
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